
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 dan

1.

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pasal
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008

tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu diatur

Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

b.

Pintu.

Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 ‘Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4724);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lkembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 5049 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

9234);

Undang-Undang Nomor 20 ‘Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5362);
Undang-Undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5979);

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

221);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 2036);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu’ Provinsi Dan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 2016

Nomor 1906);
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Nomor 5).
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menetapkan

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.

2.

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah otonom.

Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi

3.

4.

5.

6.

Kalimantan Utara.
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10.

11.

12.

13.

14.

Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat
PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai

dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui

satu pintu.
Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas
persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau

pelaku usaha/kegiatan tertentu. sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti

legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau

sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan

informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan

Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang

merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau

diperbolehkannya orang perseorangan atau badan

hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Non Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan

Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang

menyatakan sah atau diperbolehkannya orang

perseorangan atau badan hukum untuk melakukan

usaha atau kegiatan tertentu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah

Perangkat daerah penyelenggara PTSP.

Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal

7,

8.

9.

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan

Utara.
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15, Tim Teknis PTSP adalah kelompok kerja yang dibentuk

sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP,

yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi

atas penerbitan Perizinan dan Non perizinan.

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan PTSP:

a. memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada

masyarakat;
. memperpendek proses pelayanan;

mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah,

murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan

mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas

C.

d.

kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip:

o

(1)

keterpaduan;
ekonomis;

koordinasi;

pendelegasian atau pelimpahan wewenang;

akuntabilitas; dan

a.

aksesibilitas.

BAB
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan PTSP di Daerah Provinsi terdiri atas

pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah

Daerah Provinsi.

Cc.

d.

e.

f.
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(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)

(1), meliputi:
a. urusan pemerintahan konkuren Daerah Provinsi sesuai

b.

Cc.

ketentuan peraturan perundang-undangan,;
urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya lintas

Daerah Kabupaten/ Kota; dan

urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada
/.

Gubernur.

Pasal 5

Jenis perizinan dan nonperizinan yang menjadi

penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) meliputi perizinan dan nonperizinan di

bidang :

a.

o
2

9

Kebudayaan dan Pariwisata;

Pajak dan retribusi Daerah;
Penanaman Modal;

Kesehatan;

Pekerjaan Umum Bina Marga;

Pekerjaan Umum Pengairan,

Perhubungan dan LLAJ;
Sosial;

Ketanagakerjaan;

Koperasi dan UKM;
k. Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan;

Pp.

q.

r.

Perikanan dan Kelautan;
. Kehutanan;

Kesbangpol dan wawasan kebangsaan

Energi dan Sumber Daya Mineral,
Perindustrian dan Perdagangan;

Lingkungan Hidup
Pendidikan dan penelitian

Rincian jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

Gubernur.

b.

f.

g.

h.

i.

j

m

n.

O.

(2)
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(2)

(1)

(1)

(2)

Pasal 6

Dalam rangka memberikan kemudahan~ kepada

masyarakat untuk memperoleh pelayanan, selain

perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4, pelayanan administrasi_ tertentu

dilimpahkan menjadi bagian dari ruang lingkup

pelayanan penyelenggara PTSP.

Pelimpahan pelayanan administrasi tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

(1

Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Untuk memastikan pelayanan perizinan/nonperizinan
oleh PTSP, disusun Standar Pelayanan Minimal, Standar

Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

penyelenggaraan PTSP.

Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan dan

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) memuat standar waktu, biaya pelayanan,
informasi pelayanan, prosedur pelayanan, penanganan

keluhan, dan ruangan yang mendukung kenyamanan

pelayanan.
Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan dan

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan

(2)

(3)

Gubernur.

BAB III

PENYELENGGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 8

Penyelengaraan PTSP di Daerah Provinsi dilaksanakan

oleh Dinas.

Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan.

8



(3)

Pasal 9
Gubernur mendelegasikan pelayanan perizinan dan

nonperizinan kepada Kepala Dinas.
Dalam melaksanakan pelayanan’ perizinan dan

nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas melaksanakan tugas, hak, kewajiban, dan

pertanggungjawaban perizinan dan non _perizinan,
termasuk penandatanganannya.

Penandatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

(1

(2)

dapat dilaksanakan secara elektronik.

(4) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada

(1)

ayat (3) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
tanda tangan basah.

Pasal 10

Penyelenggara PTSP wajib menyederhanakan pelayanan

perizinan dan nonperizinan.

Penyederhanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

(2)

penyederhanaan persyaratan;

percepatan waktu penyelesaian permohonan;

kepastian biaya;

a
9

kejelasan prosedur;
e. keterbukaan dan kejelasan informasi;
f. kemudahan penyampaian pengaduan/ keluhan; dan

g. kejelasan penyelesaian pengaduan/keluhan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyederhanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Gubernur.

a,

b.

(3)
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(1)

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu

Penerbitan Perizinan

Pasal 11

Kepala Dinas menerbitkan perizinan yang terdiri atas izin

dan non izin.

Ketentuan mengenai jenis izin dan non izin diatur dalam

(1

(2)

Peraturan Gubernur.

Pasal 12

Dalam proses. penerbitan perizinan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, dibentuk Tim Teknis yang

ditetapkan oleh Gubernur.

(2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

(1)

bertugas untuk memberikan pertimbangan teknis secara

obyektif dan mandiri mengenai diterima atau ditolaknya
suatu permohonan perizinan.

Keanggotaan Tim Teknis meliputi aparatur Perangkat

Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya.

Dalam memberikan pertimbangan teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), Tim Teknis dapat berkoordinasi

dengan Perangkat Daerah, instansi, dan kelembagaan

terkait.

Ketentuan lebih lanjut mengenai proses penerbitan

(3)

(4)

(S)

perizinan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Proses pelayanan perizinan pada Dinas dilaksanakan

melalui:

a. pendaftaran permohonan;
b. verifikasi dokumen permohonan;
c. pengolahan;
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(3)

d. penerbitan, penolakan, atau penangguhan;
e. pembayaran retribusi dalam hal dipersyaratkan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. pendokumentasian.
Proses pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), meliputi perizinan baru, perpanjangan,

perubahan, pencabutan, dan pembatalan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelayanan

(2)

perizinan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Perubahan perizinan pada proses pelayanan perizinan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilakukan

dalam hal terdapat kesalahan konsideran, kesalahan

redaksional, perubahan dasar penerbitan perizinan, dan/atau
fakta baru terhadap subyek atau obyek perizinan.

(1)

Pasal 15

Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2), dilakukan dalam hal terdapat pelanggaran

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan atas permohonan pemegang perizinan, hasil

evaluasi Dinas, dan/atau usulan Perangkat Daerah

(2)

terkait.

Pasal 16

Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 ayat (2), dilakukan dalam hal terdapat cacat dalam

wewenang, prosedur, dan/atau substansi.

Pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat dilakukan oleh Gubernur, Kepala Dinas, atau

putusan pengadilan.
Pembatalan perizinan oleh Gubernur dan putusan

pengadilan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan

(1

(2)

(3)

perundangundangan.
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(4) Pembatalan perizinan oleh Kepala Dinas dilaksanakan

sesuai standar pelayanan dan standar operasional

prosedur.

Bagian Kedua

Waktu Penyelesaian

Pasal 17

(1) Dinas melaksanakan pelayanan perizinan secara tepat

waktu.

(2) Batas waktu proses penyelesaian perizinan ditetapkan
dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Biaya Pelayanan

Pasal 18

Proses pelayanan perizinan tidak dikenakan biaya.

Bagian Keempat
Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur

Pasal 19

Dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas wajib

berpedoman kepada standar pelayanan dan standar

operasional prosedur perizinan.

Pasal 20

(1) Dinas menyusun standar pelayanan dan_ standar

operasional prosedur perizinan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19

(2) Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

(3) Standar operasional prosedur perizinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas.
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(1)

Bagian Kelima

Penundaan Pelaksanaan Perizinan

Pasal 21

Keputusan perizinan yang telah ditetapkan tidak dapat

ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi

menimbulkan:

a. kerugian negara;
b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
c. konflik sosial.

Penundaan keputusan perizinan dapat dilakukan oleh

Gubernur atau Kepala Dinas, sesuai ketentuan peraturan
(2)

perundang-undangan.

BAB V
NONPERIZINAN

Pasal 22

Kepala Dinas menyelenggarakan pelayanan nonperizinan
dalam rangka menunjang pelaksanaan penanaman modal

dan perizinan di Daerah Provinsi.

Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi pemberian kemudahan pelayanan dan

fasilitas informasi.

Pemberian kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud

(1

(2)

(3)

pada ayat (2), dalam bentuk fasilitasi penanaman modal.

Pasal 23

Fasilitasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

22 ayat (2), dilaksanakan melalui media dan tempat yang

dapat diakses oleh masyarakat.
Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

kurang meliputi:
a. jenis pelayanan yang disediakan;

(1

(2)

b. syarat, prosedur, biaya, dan waktu;
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c. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dan

warga masyarakat; dan
d. satuan kerja atau unit kerja penanggungjawab

penyelenggaraan pelayanan.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam

bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile,
bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta dapat

disajikan secara manual ataupun elektronik.

Pasal 24

(1) Dinas wajib memberikan akses informasi kepada pihak

masyarakat mengenai data, dokumen, dan dasar hukum

yang menjadi landasan dalam penerbitan perizinan dan

pelayanan nonperizinan.

(2) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1), dalam hal data

atau. dokumen termasuk kategori rahasia negara

dan/atau melanggar kerahasiaan pihak ketiga.

Pasal 25

Dinas menyelenggarakan sistem informasi PTSP secara

elektronik berbasis teknologi informasi dan komunikasi, yang

dapat diakses oleh masyarakat.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA

Pasal 26

(1) Prasarana dan Sarana penyelenggaraan PTSP

berdasarkan standarisasi dan mendukung standar

pelayanan minimum penyelenggaraan PTSP.

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

Keputusan Gubernur.
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(1)

(2)

(1)

BAB VII

PENGADUAN

Pasal 27

Pemohon dapat menyampaikan pengaduan dalam hal

penyelenggaraan PTSP tidak dilaksanakan sesual

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilakukan secara lisan dan/atau tulisan melalui media

yang disediakan oleh Dinas.

Dinas wajib menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara

cepat dan tepat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja

sejak diterimanya pengaduan.
Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengaduan

(3)

(4)

PTSP ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

GUGATAN

Pasal 28

Pihak pemegang perizinan dapat mengajukan gugatan

atas keputusan perizinan atau keputusan banding

administrasi.

Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan

(i

(2)

peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 29

Dinas wajib melakukan survei kepuasan masyarakat
secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui

perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima

pelayanan perizinan dan nonperizinan.
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(2) Jangka waktu survei kepuasan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan

atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat

bekerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(4) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

disampaikan kepada masyarakat melalui media cetak

dan/atau elektronik.

(5) Hasil survei kepuasan masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar pembinaan dan

pengembangan kapasitas penyelenggaraan pelayanan

perizinan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan survei

kepuasan masyarakat diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
SUMBER DAYA MANUSIA DAN INSENTIF PEGAWAI

Pasal 30

(1)Sumber daya manusia yang. ditugaskan pada

penyelenggara PTSP adalah pegawai penyelenggara PTSP.

(2)Sumber daya manusia yang ditugaskan pada

penyelenggara PTSP wajib memiliki kompetensi di bidang

pelayanan publik.

(3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pengetahuan tentang perizinan/nonperizinan;
b. pengetahuan di bidang pelayanan publik;
c. keterampilan di bidang pelayanan publik; dan

d. integritas terhadap pelayanan publik.

(4) Dalam rangka memenuhi kompetensi sumber daya
manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan seleksi, pembinaan serta pendidikan dan

pelatihan sebagaimana mestinya.
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(5) Pegawai yang ditugaskan pada PTSP dapat diberikan

tunjangan khusus atau insentif.

(6) Pengaturan mengenai pemberian isentif sebagaimana
disebutkan pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan

pengendalian dalam penyelenggaraan PTSP.

Pasal 32

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan PTSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan secara berjenjang
dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan dan

mempertahankan mutu pelayanan perizinan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

meliputi pengembangan sistem, sumber dayamanusia,
dan jaringan kerja sesuai kebutuhan yang dilaksanakan

dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan
dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi

penyelenggaraan PTSP.

Pasal 33

Pengawasan atas penyelenggaraan PTSP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31, dilaksanakan oleh aparat

pengawas internal dan pengawas eksternal, sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Pasal 34

pengendalian penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 31, dilaksanakan dalam bentuk supervisi,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PTSP, sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 35

Kepala Dinas melaporkan penyelenggaraan PTSP setiap 3

(tiga) bulan kepada Gubernur.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

Dinas dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melanggar
ketentuan dalam penyelenggaraan PTSP dikenakan sanksi

admnistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB XIV
LARANGAN

Pasal 37

(1) Penyelenggara dilarang menerima imbalan dalam bentuk

apapun dari pemohon perizinan yang terkait langsung
atau tidak langsung dengan penyelenggaraan perizinan.

(2) Penyelenggara yang melanggar larangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(1)

(1)

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk

penyelenggaraan PTSP bersumber pada anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

Penerimaan dari penyelenggaraan PTSP merupakan

pendapatan daerah.

Pembayaran atas retribusi izin/non izin dibayarkan
melalui Bank untuk selanjutnya masuk ke rekening kas
daerah.

Pengelolaan anggaran belanja dan penerimaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

(2)

(3)

(4)

undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Seluruh izin dan non izin yang diterbitkan sebelum

Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap berlaku

sebagai izin dan non izin serta dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila jangka waktu izin dan non izin sebagaimana

(3)

dimaksud pada ayat (1) telah habis, untuk perpanjangan
dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah

ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka perangkat
daerah yang melayani dan memproses perizinan yang
akan dilimpahkan ke PTSP, tidak boleh lagi melayani dan

memproses perizinan/non perizinan, dengan masa

transisi pelaksanaan pelimpahan diatur dalam Peraturan

Gubernur.
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Pasal 40

Seluruh permohonan perizinan dan nonperizinan yang

diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku,

diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur

yang berlaku.

Pasal 41

Seluruh permohonan perizinan dan nonperizinan yang

diajukan setelah Peraturan Daerah ini mulai_berlaku,
diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Pemberian sanksi oleh perangkat daerah teknis atas

pelanggaran penggunaan izin dan non izin yang telah

ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap
berlaku dan sah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pemberian sanksi atas penyalahgunaan izin dan non izin

yang penetapannya sudah diproses oleh perangkat daerah

teknis sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, proses

penetapannya diselesaikan oleh perangkat daerah teknis yang

bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan

Pasal 44

Keputusan pemberian sanksi atas penyalahgunaan izin dan

non izin oleh perangkat daerah teknis sebelum Peraturan

Daerah ini mulai berlaku, tetapi belum diproses, penyelesaian

penetapan pemberian sanksinya dilimpahkan ke DPMPTSP.

20



Pasal 45

Pengelolaan arsip, kebenaran dan keabsahan dokumen izin

dan non izin yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini

mulai berlaku atau penetapannya setelah Peraturan Daerah

ini mulai berlaku, tetapi proses penetapannya telah dilakukan

sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap menjadi

tanggung jawab perangkat daerah teknis yang bersangkutan.

Pasal 46

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh

ketentuan mengenai kewenangan pelayanan perizinan dan

nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat

(1), untuk jenis perizinan dan nonperizinan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini

yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun

2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan

Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Pemerintah Provinsi

Kalimantan Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan menjadi

kewenangan DPMPTSP.

(3) Masa Transisi pelaksanaan pelimpahan kewenangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Gubernur.

Pasal 47

Seluruh Peraturan Gubernur yang terkait dengan perizinan
dan nonperizinan di bidang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini

diundangkan.
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku pada _tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 26 Februari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,
?

IRIANTO LAMBRIE
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 26 Februari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(3,29/2018)
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku' pada _tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 26 Februari 2018
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Februari 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVI KALIMANTAN UTARA
ASISTEN PEREKONOMIAN BAN PEMBANGUNAN,

SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(3,29/2018)
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai_ berlaku' pada _tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung SelorTe

pada tanggal 26 Februari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Februari 2018

SI KALIMANTAN UTARA
AN PEMBANGUNAN,

Plh. SEKRETARIS DAERAH PRO
ASISTEN PEREKONOMIA

SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(3,29/2018)
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BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada _tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 26 Februari 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 97 Februari 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

_—"

SYAIFUL HERMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 3Ne

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(3,29/2018)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

mengamanatkan kepada Negara untuk melayani setiap warga negara dan

penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka
pelayanan publik, seiring dengan harapan dan tuntutan warga negara dan

penduduk akan peningkatan pelayanan publik, sehingga diperlukan norma

hukum yang memberi pengaturan secara jelas dan tegas mengenai hak dan

kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung
jawab negara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, pengaturan
hukum juga diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas dan

penjaminan penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum

pemerintahan yang baik serta untuk memberikan perlindungan bagi setiap

warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam

penyelenggaraan pelayanan publik.

Komitmen yang tinggi dari Pemerintah dalam mewujudkan pelayanan

yang prima tercermin dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, maka

sejalan dengan komitmen tersebut dan sebagai upaya menghilangkan

penyalahgunaan owewenang dalam penyelenggaraan kebijakan dan

pelaksanaan teknis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang ada pada

masing-masing Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Utara akan terintegrasi
dalam satu manajemen, maka dibentuk DPMPTSP.



Pembentukan DPMPTSP diharapkan menjawab tuntutan masyarakat
dan sekaligus tolok ukur dalam kemudahan berusaha. DPMPTSP merupakan
wujud nyata tekad dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk
meningkatkan kualitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi
pelayanan publik sebagaimana juga diamanatkan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Badan ini selain menjadi badan

pelaksana proses pelayanan pemberian perizinan dan nonperizinan yang
dilimpahkan, juga akan melaksanakan fungsi kooordinasi dengan Satuan Kerja
Perangkat daerah/Unit Kerja Perangkat daerah dalam hal pelayanan perizinan
dan non perizinan, serta pelayanan dokumen administrasi yang dilimpahkan.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

Cukup jelas.
Pasal 14

Cukup jelas.
Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.



Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Yang dimaksud dengan seleksi adalah proses perekrutan Pegawai Negeri
Sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang akan ditugaskan pada
DPMPTSP, dilakukan melalui seleksi administrasi dan seleksi kompetensi
sesuai jabatan/tugas yang dibutuhkan.

Yang dimaksud dengan pembinaan adalah kegiatan pendidikan, pelatihan,
bimbingan teknis, konsultasi, seta monitoring dan evaluasi kinerja
terhadap pegawai DPMPTSP, yang dilakukan sendiri oleh DPMPTSP

dan/atau SKPD terkait.

Ayat (5)

Cukup jelas.
Ayat (6)

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.



Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Masa transisi pelaksanaan pelimpahan diatur dalam Peraturan Gubernur

agar tidak terjadi kevakuman pelayanan.
Pasal 40

Cukup jelas.
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45

Cukup jelas.
Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan nonperizinan dari

perangkat daerah teknis ke DPMPTSP akan dilakukan secepat mungkin
setelah Peraturan Daerah ini berlaku, namun demikian agar dalam

pelaksanaannya tidak terjadi kevakuman pelayanan perlu ada masa

transisi yang diatur dengan Peraturan Gubernur.



Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(3,29/2018)

IRIANTO LAMBRIE



Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(3,29/2018)
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Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Februari 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN,

—
SYAIFUL HERMAN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(3,29/2018)



Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Februari 2018

SI KALIMANTAN UTARA
DAN PEMBANGUNAN,

Plh. SEKRETARIS DAERAH PR
ASISTEN PEREKONOMI

Le
SYAIFUL HERMAN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(3,29/2018)



Pasal 47

Cukup jelas.
Pasal 48

Cukup jelas.

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 27 Februari 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH PRO
ASISTEN PEREKONOMIA

I KALIMANTAN UTARA
AN PEMBANGUNAN,

SYAIFUL HERMAN

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA:(3,29/2018)
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